PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR S TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK KALIMANTAN BARAT

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa dalam rangka pengembangan dan meningkatkan
kinerja dan memperkuat struktur permodalan guna
mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta
meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu
melakukan penambahan modal dari Pemerintah Daerah
guna memperkuat struktur permodalan pada Perseroan
Terbatas (PT) Bank Kalbar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Bengkayang pada Perseroan Terbatas (PT) Bank
Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3791);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3823);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

11.

12.

13.

14.

15.

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2865);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998
tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Yang  Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Menetapkan :

dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK KALIMANTAN
BARAT KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

> LN

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
Bupati adalah Bupati Bengkayang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkayang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkayang.



10.

11

12.

13.

14.

(1)

(2)

Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum
dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai
dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-
surat berharga, dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah.

Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang
daerah dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama
dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkayang.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan
Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham-saham.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
Perusahaan Daerah dan bentuk Badan Hukum lainnya dari
BadanUsaha Milik Daerah.

.Investasi Permanen adalah investasi yang dilakukan secara

berkelanjutan tanpa ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali
untuk menghasilkan pendapatan.

Deviden adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar
yang di bagikan kepada Para Pemegang Saham secara proporsional
berdasarkan besarnya saham yang di miliki.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat adalah Perseroan yang
sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan
Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukan penyertaan modal adalah untuk memperkuat
struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian
daerah.

Tujuan dilakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank
Kalbar Kabupaten Bengkayang adalah untuk meningkatkan dan
mengembangkan kegiatan usaha perusahaan daerah dimaksud dalam
upaya menambah Pendapatan Asli Daerah.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Jumlah Penyertaan Modal pada Perseroaan Terbatas (PT) Kalbar
Kabupaten Bengkayang sampai dengan 31 Desember 2012 secara
akumulatif berjumlah Rp. 6.873.403.070,22 (enam milyar delapan ratus
tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh rupiah dua
puluh dua sen), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2001 sebesar.................... Rp. 80.000.000,00
2. Tahun Anggaran 2002 sebesar..................... Rp. 145.000.000,00
3. Tahun Anggaran 2003 sebesar..................... Rp. 175.000.000,00
4. Tahun Anggaran 2004 sebesar..................... Rp. 100.000.000,00
5. Tahun Anggaran 2005 sebesar..........c.......... Rp. 300.000.000,00
6. Tahun Anggaran 2005 sebesar..........c.......... Rp. 323.403.070,22
7. Tahun Anggaran 2006 sebesar..................... Rp. 323.000.000,00
8. Tahun Anggaran 2006 sebesar..................... Rp. 177.000.000,00
9. Tahun Anggaran 2007 sebesar..................... Rp. 589.427.895,60
10. Tahun Anggaran 2007 sebesar..................... Rp. 410.572.104,40
11. Tahun anggaran 2008 sebesar..................... Rp. 2.250.000.000,00+
Jumlah.......oooiii Rp. 6.873.403.070,22

Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana maksud pada ayat (1), dengan
jumlah kepemilikan saham sebesar Rp.6.065.000.000,00 (enam milyar
enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

Jumlah Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar
Kabupaten Bengkayang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah), yang dianggarkan selama 3 (tiga) Tahun
Anggaran mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran
2015, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar
rupiah);

b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima
ratus juta rupiah);

c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima
ratus juta rupiah);

Jika jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
tidak terpenuhi dan atau tidak cukup terpenuhi, maka kekurangan
tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga Tahun Anggaran
2015;

Jumlah Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar
Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran berkenaan.



Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

(2) Besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kondisi
Perusahaan Daerah.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar Kabupaten Bengkayang setiap tahun
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa
ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Bupati dan DPRD dan pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan
pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Bengkayang.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kegiatan tersebut
bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan
tugasnya secara berkala.

BAB VII
PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 9

(1) Deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang
dibagikan setiap akhir tahun buku Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar
Kabupaten Bengkayang menjadi hak daerah.

(2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum
Daerah dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada obyek
Pendapatan Bagian Laba atau Penyertaan Modal pada Perusahaan
Umum Milik Daerah/BUMD.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal, 16 Januari 2013
BUPATI BENGKAYANG,
ttd.

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal,17 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,
ttd.

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 5



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR S TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN BENGKAYANG

PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan
daerah untuk pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
(1) hasil Pajak Daerah;
(2) hasil Retribusi Daerah;
(3) hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
(4) lain-lain pendapatan yang sah.
b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut
dalam huruf a angka 3 di atas antara lain bersumber dari bagian laba
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak
ketiga.

Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar Kabupaten Bengkayang
adalah merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah
yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat
dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
penyertaan modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Bengkayang sebagai tambahan modal pada Perseroan Terbatas (PT)
Bank Kalbar yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2012
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Perbedaan Penyertaan Modal kepada PT Bank Kalbar

dimulai sejak tahun 2002 sampai tahun 2007 dengan
jumlah selisih sebesar Rp. 808.403.070,22,ini terjadi
karena ada disvestasi saham pemerintah pusat yang
dilakukan di tahun 2004 sesuai Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor 211/KMK.06/2002 tentang disvestasi
saham Negara dalam rangka penyertaan modal negara
pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program
Rekapitulasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat
Gubernur Kalimatan Barat Nomor 584/0606/Ekon-D,
perihal pengambil alihan saham Pemerintah Pusat, dan
Persetuyjuan DPRD Nomor 6 Tahun 2004, Saham
Pemerintah Pusat yang akan diambil alih sebesar Rp.
47.398.000.000,- ( 47.398 lembar saham),
pengambil alihan saham pemerintah pusat tersebut,
untuk pemerintah kabupaten bengkayang bersumber dari
setoran penyertaan modal pemerintah kabupaten
bengkayang mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2004
dengan jumlah Rp. 2.345.000.000,- diluar saham yang
berasal dari hibah pemda sambas di tahun 2002 sebesar
Rp. 75.000.000,-, ditambah collection fee Rp. 94.338.000,-
sehingga setoran tunai dan titipan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang tahun 2004 sebesar Rp. 2.439.338.000,-
jumlah tersebut digunakan untuk pembellian saham dari
pusat dimana harga perlembar saham pusat sebesar Rp.
1.649.031,48 Pemerintah  Kabupaten = Bengkayang

mendapat 1.479 lembar saham dengan total Rp.
9



Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10
Cukup jelas

1.479.000.000,-. Selain itu terdapat bonus pada tahun
2005 sebesar Rp. 22.596.929,78 dan bonus di tahun 2006
Rp. 35.000.000,- yang tidak dicatat oleh Pemerintah
Kabupaten Bengkayang, sementara berdasarkan sistem
akuntansi yang juga tertuang dalam SAP bahwa
collection fee dan bonus harus dimasukkan ke rekening
kas umum daerah terlebih dahulu dan dicatat sebagai
pendapatan, tetapi oleh pihak bank collection fee dan
bonus tersebut langsung dicatat sebagai penambahan
penyertaan modal, sampai saat ini dasar penerimaan
collection fee dan bonus tersebut belum dapat diberikan

oleh pihak bank.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TAHUN 2013 NOMOR S5
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